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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Bagil Hasil Pengelolaan Lahan 
Tambak di Desa Tambak Oso Ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa 
Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan hasil 
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi 
akad bagi hasil atas pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo bila ditinjau dari prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Pak Haris selaku 
ketua kelompok budidaya perikanana di Desa Tambak Oso berserta Pak Budi dan 
Pak Fauzi selaku pemilik lahan tambak, observasi di tambak, dan dokumentasi. 
Peneliti melakukan analisis data yang didapat dari hasil penelitian yang 
dilakukan sepuluh kali dalam jangka waktu lima bulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah akad kerjasama yang digunakan 
masyarakat Desa Tambak Oso masih dalam perjanjian menurut adat kebiasaan, 
yakni diucapkan secara lisan tanpa ada hitam di atas putih. Dalam 
implementasinya belum sesuai dengan prinsip muzara’ah. Hal ini dapat dilihat 
dari adanya hal yang menyebabkan berakhirnya akad muzara’ah. Pengupahan di 
Desa Tambak Oso juga belum memenuhi syari’at Islam dan belum sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena upah 
yang diberikan kepada pandega kurang dari UMK yang ada di Kabupaten 
Sidoarjo. 

Saran dari peneliti lebik baik perjanjian kerjasama menurut adat 
kebiasaan diubah dengan akad-akad menurut Islam agar lebih terarah. Dan 
sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar seketika terdapat kecurangan 
yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya tidak merasa 
dirugikan. 

 

Kata kunci : Muzara’ah, Upah, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tanggung jawab kepada 

sesamanya selain kepada yang maha kuasa. Hubungan antara sesama makhluk ini 

juga bisa dilihat dari bagaimana hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. 

Penelitian skripsi ini akan melihat hubungan petani tambak dengan pekerja 

tambak yang dilihat dari prespektif Islam. 

Pada Bab I ini terdiri dari 9 (sembilan) sub bab, yaitu a) latar belakang 

masalah, dimana penulis menguraikan beberapa alasan yang menelatar belakangi 

penilitian ini, b) identifikasi masalah dan batasan masalah, berisi tentang uraian 

fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, c) rumusan masalah, menjelaskan 

apa saja masalah yang terdapat dalam penelitian ini, d) kajian pustaka, sub bab 

ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis 

sebagai referensi yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, e) tujuan penelitian, menjelaskan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan penulis,  f) kegunaan hasil penelitian, berisi tentang harapan penulis 

agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi para akademisi, petani 

tambak, dan pihak lain yang membacanya, g) definisi operasional, pada sub bab 

ini penulis akan menjelaskan beberapa kalimat yang masih berhubungan dengan 

penelitian, h) metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, 

sujek dan ojek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknis pengumpulan data, 

dan teknik analisis data, terakhir yaitu i) sistematika pembahasan, berisi 
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penjabaran secara sistematis tentang isi yang akan dibahas dalam tiap bab. 

Berikut penjelasan lebih jelas dari masing-masing sub bab: 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan bantuan satu 

sama lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun kemaslahatan umat. Allah 

SWT telah menjelaskan dalam al-Qur’an surah at-Taubah (9) ayat 105 yang 

berbunyi: 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَ  ادةَِ فیَنَُبئِّكُُمْ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى �َّ

 بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.1 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

bekerja dan akan membalas semua amal yang telah mereka kerjakan. Adanya 

keterangan ini dapat memberikan motivasi kepada manusia agar giat bekerja. 

Dalam menafsiri QS. at-Taubah (9) ayat 105, Quraish Shihab dalam 

kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan, Bekerjalah kamu, karena Allah 

semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk dirimu 

maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan 

                                                           
1
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Bogor: Pustaka al-Muhbin), 

473. 
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memberi ganjaran amal kamu itu.2 Penjelasan tersebut menunjukkan 

penafsiran bahwa amal yang telah dikerjakan akan diberi ganjaran. Ganjaran 

disini dapat berupa upah, imbalan, kompensasi dan sebagainya yang bernilai 

halal dalam Islam. 

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya penjelasan di al-Qur’an, hadits, maupun ijtihad 

para ulama yang membahas masalah perekonomian. Untuk meningkatkan 

taraf perekonomian, dibutuhkan hubungan kerjasama (muamalah). Muamalah 

merupakan hukum Islam yang mengatur perbuatan dua orang atau lebih yang 

berhubungan dengan harta, hak beserta penyelesaian masalah yang terjadi 

diantara keduanya.3 

Islam juga menganjurkan agar kerjasama dilandaskan pada prinsip 

tolong menolong dan rela sama rela. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

al-Qur’an surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi: 

 َ َؕ  اِنَّ �ّٰ ثمِْ وَالْعدُوَْانِ ۖ وَاتَّقوُا �ّٰ   شَدِیْدُ الْعِقاَبِ وَتعََاوَنوُْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلاَ تعَاَوَنوُْا عَلَى الاِْ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.4 

                                                           
2Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 5, 670. 

3
Nurfaizal, “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan 

Indonesia.”, Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, November 2013, 193. 

4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Bogor: Pustaka al-Muhbin), 

106. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia hendaknya banyak 

melakukan kebaikan dan saling tolong menolong kepada sesama tanpa harus 

memandang antara yang satu dengan yang lain. 

Pelaksanaan kerjasama telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw 

dengan Khadijah ketika beliau menjadi seorang pedagang. Bahkan sebelum 

diturunkannya agama Islam, kerjasama telah dipraktikkan oleh masyarakat 

Arab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hingga saat ini, praktek 

kerjasama sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara. Salah 

satunya adalah kerjasama pengelolahan lahan tambak yang dilakukan 

masyarakat Desa Tambak Oso.  

Desa Tambak Oso adalah desa yang terletak di Kecamatan Waru, 

Kabupaten Sidoarjo. Delapan puluh persen mayoritas masyarakat desa 

Tambak Oso ini bermatapencaharian sebagai petani tambak. Sebagian 

masyarakat ada yang memiliki lahan tambak, dan sebagian lain tidak memiliki 

lahan, tetapi memiliki skill untuk mengelola lahan tambak. Dengan begitu, 

dibutuhkan kerjasama antara pemilik tambak dengan orang yang memiliki 

skill dalam mengelola tambak. 

Terdapat 40 orang asli penduduk Tambak Oso yang memiliki lahan 

tambak dan ± 100 orang bekerja sebagai buruh tambak. Penerapan sistem 

pertanian yang mereka gunakan disesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat 

setempat.5 Salah satu sistem yang mereka terapkan adalah sistem paron, yaitu 

sistem bagi hasil dimana pemilik lahan menyerahkan lahan tambak beserta 

                                                           
5
Haris, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Desa Tambak Oso, Wawancara, Sidoarjo, 6 November 

2018. 
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benihnya kepada penggarap untuk diolah, kemudian hasil dari pengolahan 

tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Di dalam Islam, 

kerjasama seperti ini disebut dengan muzara’ah. Muzara’ah didefinisikan 

dengan menyerahkan tanah kepada penggarap dengan ketentuan orang yang 

menggarap juga mendapatkan hasil dari penggarapan tersebut. Baik separuh, 

sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama.6 

Kerjasama diharapkan dapat memberikan keuntungan pada kedua belah 

pihak, yakni dapat meningkatkan taraf kehidupan bagi pemilik modal maupun 

pengelola modal. Seorang pemilik modal tidak hanya memanfaatkan tenaga 

dari pengelola modal saja. Ia harus memberikan imbalan, upah, atau 

kompensasi kepada pengelola modal sesuai dengan usaha dan jerih payah yang 

telah dilakukannya. Dalam penentuan pemberian upah, seorang majikan dapat 

melihat dari manfaat yang diberikan oleh pekerja kepadanya. Sedangkan 

tenaga dianggap sebagai sarana pendukung untuk memperoleh manfaat dari 

seorang pekerja.7 

Jika bagi hasil dalam kerjasama diterapkan dengan jujur, sesuai dengan 

kesepakatan dan adil tanpa merugikan salah satu pihak, maka penerapan 

tersebut bernilai mulia karena masing-masing pihak tidak ada yang terdzolimi. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah Yunus (10) ayat 47 

yang berbunyi: 

 فَإذِاَ جَاءَ رَسُولھُُمْ قضُِيَ بیَْنَھُمْ بِالْقِسْطِ وَھُمْ لاَ یظُْلَمُونَ 

                                                           
6
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Dar al-Fikr, Beirut, 2008), Jilid 3, 137. 

7
Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syari’ah: Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 2, 

(Yogyakarta: Irtikaz, 2016), 284-285. 
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Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara 

mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.8 

Semua orang yang melakukan hubungan kerjasama sangat 

mengharapkan adanya kesejahteraan, terutama bagi para pekerja. Yang 

menjadi tolak ukur kesejahteraan tersebut adalah jumlah upah yang mereka 

dapat.9 Upah merupakan sarana yang tepat digunakan untuk memperbaiki 

hubungan kerja.10 Para pekerja memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara. 

Dalam hal ini Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu komponen penting dalam perlindungan hak dan 

kewajiban para pekerja.11 

Berikut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur mengenai pengupahan, yakni: 

1. Pasal 1 ayat 30: upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja. 

2. Pasal 88 ayat 1: setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

                                                           
8
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Bogor: Pustaka al-Muhbin), 

564. 
9
 Grendi Hendrastomo, “Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh 

diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”, Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 2, 2010, No. ISSN: 
0126-1650. 
10

 Nur Hidayati, “Dilema Penetapan Upah Lembur dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan 
bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan”, Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 12 
No. 3, Desember 2012. 
11

R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 110. 
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3. Pasal 90 ayat 1: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimun. 

4. Pasal 93 ayat 1: upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak 

melakukan pekerjaan.12 

Upah merupakan pembayaran yang diterima oleh para pekerja yang telah 

melakukan suatu pekerjaan. Mereka akan menerima besarnya upah sesuai 

dengan akad yang telah disepakati. Apabila seorang pekerja tidak menunaikan 

kewajibannya, seperti sering izin tidak bekerja tanpa adanya alasan yang jelas, 

maka pantas jika upahnya dipotong. Karena setiap hak harus dibarengi dengan 

kewajiban. Mereka yang telah menunaikan kewajiban, maka juga akan 

mendapatkan upah secara penuh. 

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah adalah akad atas 

manfaat yang jelas, menjadi tujuan dan bisa diserahkan kepada orang lain 

dengan ongkos yang jelas. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk 

meringankan beban satu sama lain. Terdapat seseorang yang memiliki modal 

tetapi tidak dapat memanfaatkannya, sementara itu juga terdapat orang lain 

yang memiliki skill untuk memproduktifitas tetapi tidak memiliki modal. 

Dengan adanya Ijarah, keduanya akan saling mendapatkan keuntungan. 

Rasulullah saw menganjurkan agar upah ditetapkan terlebih dahulu. 

Pembayaran upah juga harus segera diberikan jika sudah waktunya.  

 

 

                                                           
12Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet.1, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8. 
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Sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:13 

 أعَْطُوا الأجَِیرَ أجَْرَهُ قَبْلَ أنَْ یجَِفَّ عَرَقھُُ 

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. 

Ibnu Majah, shahih). 

Maksudnya, hendaknya majikan segera menunaikan hak buruhnya atas 

upah setelah pekerjaannya usai dilakukan. Apabila dalan perjanjian (akad) 

disepakati upah diberikan setiap bulan, maka majikan harus memberikannya 

setiap bulan, ketika buruh meminta upahnya walau keringatnya belum/tidak 

kering. 

Dalam pandangan Islam, tidak boleh memberi buruh dengan upah 

dibawah standar. Kelayakan upah dilihat dari aspek pangan (makanan), 

sandang (pakaian), dan papan (rumah). Konsep kesejahteraan buruh bertujuan 

agar kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi sehingga mereka dapat bekerja 

secara optimal dan menghasilkan produksi secara maksimal. 

Pelaksanaan akad bagi hasil ini mengikat pihak pemilik tambak dan 

pengelola tambak. Dimana pihak pengelola tidak diperbolehkan menjual ikan 

hasil tambak tanpa seizin pemilik tambak. Disisi lain, penentuan harga jual 

ditentukan oleh pemilik tambak, yakni berdasarkan harga pasaran yang 

                                                           
13

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), VII/398, hadis nomor 2537. 
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berlaku saat itu. Biasanya pemilik tambak mendapatkan bagian 2/3 dari hasil 

tambak dan pengelola mendapatkan 1/3 dari hasil tambak tersebut. 

Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu dasar guna 

membangun perekonomian dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hubungan antara pemberi kerja 

dan pekerja tambak di desa Tambak Isi kecamatan Waru ini 

merepresentasikan dari penerapan kaidah dan norma Islam serta hukum 

nasional. Oleh karena itu pelaksanaan bagi hasil di desa Tambak Oso ini 

menarik untuk dikaji sebagai bentuk penelitian skripsi. Adapun tema yang 

kami angkat adalah Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan 

Tambak Ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Sebelum menentukan rumusan masalah, penulis menentukan 

pengidentifikasian masalah yang berhubungan dengan topik yang akan 

dibahas, diantaranya: 

1. Konsep kerjasama yang digunakan oleh petani tambak di desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

2. Sistem bagi hasil di lahan tambak desa Tambak Oso Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Sistem pengupahan menurut Islam. 
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4. Sistem pengupahan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis melakukan pembatasan 

masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah. Penelitian ini difokuskan 

kepada konsep kerjasama, sistem bagi hasil dan pengupahan yang diterapkan 

oleh petani tambak bandeng di desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo ditinjau dari prinsip Muzara’ah  dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di 

atas, maka muncul permasalahan yang dapat dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa 

Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? 

2. Apakah implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa 

Tambak Oso sesuai dengan prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat lima penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. 

Dengan dijabarkan penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan ruang terhadap penelitian untuk memberikan 

pembaharuan baik dari sisi keilmuan maupun metodologi pelaksanaan. 
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Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pandangan, referensi, dan juga 

perbandingan ataspenelitian yang dilakukan saat ini. Berikut beberapa 

penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan judul yang diteliti, yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Radian Ulfa pada tahun 2017 

dengan judul Analisis Pengaruh Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), 

yang bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem muzara’ah di 

pedesaaan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam. Skripsi ini memaparkan 

tentang dampak positif dari pelaksanaan kerjasama muzara’ah, yaitu dapat 

meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap. Mereka dapat memenuhi 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier seperti membeli handphone, 

kendaraan bermotor, sampai memperbaiki rumah.14 Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan 

akad kerjasama muzara’ah di lahan pertanian, sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Perbedaannya, 

penelitian tersebut membahas tentang dampak muzara’ah terhadap tingkat 

kesejahteraan petani, sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad 

muzara’ah khususnya pada pengupahan penggarap jika ditinjau dari Fiqh 

Muamalah dan UU Ketenagakerjaan. 

Kedua, penelitian oleh Supriani pada tahun 2012 dengan judul 

Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) menurut 

                                                           
14

Radian Ulfa, “Analisis Pengaruh Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi 
Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi—Program Studi 
Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Metro, 2017). 
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Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten 

Siak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem muzara’ah 

yang diterapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana pendangan hukum Islam 

mengenai implementasi sistem muzara’ah di Kecamatan Lubuk Kabupaten 

Siak Hasil penelitian tersebut memaparkan adanya ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan sistem kerjasama muzara’ah di Kecamatan Lubuk Kabupaten 

Siak. Dimana telah ditemukan ketidakjelasan bagi hasil menurut Islam, yakni 

terdapat unsur gharar (kesamaran).15 Persamaan dengan penelitian saat ini 

adalah sama-sama meneliti pelaksanaan kerjasama muzara’ah menurut hukum 

Islam. Perbedaannya adalah penelitian saat ini meneliti akad bagi hasil 

ditinjau dari UU Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian tersebut tidak. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin tahun 2017 yang 

mengangkat judul Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam 

(Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 

Sudiang Kota Makassar), yang membahas tentang bagaimana penerapan 

sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. 

Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar dan bagaimana perspektif Islam 

dalam penerapan pengupahan tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak bagi para 

pekerja, yakni di atas rata-rata standard UMR Kota Makassar dan penetapan 

                                                           
15

Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) menurut Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak)”, (Skripsi – Program 
Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau, 2012). 
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jumlah upah sudah disebutkan di awal, sehingga pekerja mengetahui berapa 

upah yang akan mereka terima perhari atau perbulannya. Tetapi bahwa 

pembagian upah tidak tepat waktu dan belum adil. Hal ini ditunjukkan dengan 

tidak adanya perbedaan jumlah upah yang diberikan antara pekerja yang 

memiliki tanggung jawab besar dan pekerja biasa. Maka dari itu, sistem 

pengupahan yang dilakukan CV. Fikram Jaya Teknik belum sesuai dengan 

syariat Islam.16 Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama 

membahas tentang perspektif Islam mengenai pembagian upah. Perbedaannya, 

penelitian tersebut tidak membahas implementasi konsep kerjasama bagi hasil 

(muzara’ah) dan pembagian upah ditinjau dari UU Ketenagakerjaan. 

Keempat, penelitian berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai 

Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan 

Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang disusun oleh Lahuda pada tahun 

2017. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan sistem upah buruh panen 

padi di Desa Sumuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan 

menjelaskan keadilan terhadap sistem upah buruh panen tersebut berdasarkan 

fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik 

pengupahan buruh tani di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur 

Kabupaten Banyuasin berdasarkan tradisi setempat, sehingga dibolehkan oleh 

syara’. Hal ini dapat dilihat dari pembagian upah yang mayoritasnya sama, 

yaitu 8:1. Delapan untuk pemilik sawah dan satu untuk buruh tani. Namun 

                                                           
16

Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. 
Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, (Skripsi – 
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2017). 
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jika terdapat kerugian, buruh akan diberi upah berupa upah yang sesuai 

dengan kesepakatan. Selain itu, syarat dan rukun menurut fiqh muamalah 

sudah dilaksanakan diterapkan dengan baik.17 Persamaan dengan penelitian 

saat ini adalah sama-sama membahas tentang pengupahan buruh tani ditinjau 

dari fiqh muamalah. Perbedaannya terletak pada tinjauan atas konsep yang 

digunakan. Penelitian Lahuda ditinjau dari prinsip ijarah, sedangkan penelitian 

saat ini ditinjau dari prinsip fiqh muamalah (muzara’ah) dan UU 

Ketenagakerjaan. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisatul Mabruroh tahun 

2015 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN 

Rayon Purbalingga, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasiUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja Outsourcing di Perusahaan Listrik 

Negara (PLN), khusunya di Rayon Purbalingga. Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya ketidaksesuaian antara penerapan UU Ketenagakerjaan dengan 

hukum Islam karena upah buruh kontrak belum menjamin kesejahteraan 

mereka seperti tidak adanya kejelasan pekerjaan dan tunjangan. Sedangkan 

dalam Islam, seorang pekerja/buruh harus memperoleh kesejahteraan, dan 

kesejahteraan itu diperoleh dari upah yang layak.18 Persamaan dengan 

                                                           
17

Lahuda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa 
Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, (Skripsi – Program Studi Muamalah, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017). 
18

Putri Anisatul Mabruroh, “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga”, (Skripsi – 
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penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaannya 

terletak pada teori konsep kerja sama dalam Islam (muzara’ah) yang akan 

dibahas pada penelitian saat ini dan tidak dibahas pada penelitian sebelumnya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implemetasi akad bagi hasil pengelolaan 

lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi akad bagi hasil 

pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso dengan prinsip Muzara’ah 

dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap agar skripsi ini 

bermanfaat untuk: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada pengembangan 

keilmuan berupa pemikiran secara konseptual maupun teoritik dalam 

pengembangan akad Muzara’ah terkait konsep kerjasama yang digunakan 

                                                                                                                                                               
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2015) 
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dalam pengelolaan lahan tambak dan keterkaitan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di lahan tambak. 

2. Secara Praktik 

a. Petani Tambak 

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sistem 

kerjasama dan pengupahan yang baik menurut konsep syari’ah dan 

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga 

masyarakat dapat memperbaiki akad serta bagi hasil yang diterapkan 

selama kerjasama berlangsung. 

b. Penulis 

Memberikan wawasan kepada penulis tentang penerapan 

konsep Muzara’ah di masyarakat, khususnya di Desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

c. Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi dan ilmu dalam dunia akademis bagi kaum intelektual yang 

mengkaji dan menambah wawasan pengetahuannya mengenai 

perjanjian kerjasama dan bagi hasil di bidang pertanian tambak yang 

baik menurut konsep Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan khususnya bagi mahasiswa jurusan 

ekonomi syariah. 

d. Pembaca/Pihak Lain 
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Menambah informasi tentang sektor pertanian tambak, 

terutama penggunaan akad dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan 

konsep Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yang banyak dipraktikkan di pedesaan, terutama di 

Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu langkah dalam menginformasikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel dan untuk memudahkan pengukuran 

masing-masing variabel berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Disini 

peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat pada penelitian 

berjudul Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau 

dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tauhn 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), antara lain: 

1. Kerjasama 

Hakikat dari kerjasama adalah hubungan anatara dua belah pihak atau 

lebih yang saling berinteraksi guna mencapai tujuan yang sama. Terdapat 3 

unsur pokok dalam kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, 

unsur interaksi, dan unsur tujuan yang sama. Bila salah satu tidak dijumpai 
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pada objek yang dikaji, maka belum dikatakan sebagai hubungan 

kerjasama.19 

2. Pemodal dan Pengelola 

Dalam penelitian yang berperan sebagai pemodal adalah Bapak Fauzi, 

Bapak Haris, dan Bapak Budiono selaku pemilik lahan tambak bandeng di 

desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Yang berperan 

sebagai pengelola adalah teman maupun tetangga mereka yang memiliki 

keahlian dalam mengelola tambak. Kerjasama yang terjadi diantara mereka 

didasarkan pada rasa kepercayaan yang kuat. 

3. Muzara’ah 

Muzara’ah adalah kerja sama antara dua belah pihak dalam 

pengelolaan lahan pertanian. Dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan 

yang kemudian menyerahkan lahan beserta benihnya kepada pihak kedua 

sebagai pengelola/penggarap lahan untuk ditanam dan dipelihara dengan 

imbalan tertentu dari hasil panen. Imam Syafi’i mendefinisikan: 

.عَمَلُ الأْرَْضِ ببِعَْضِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعاَمِلِ   

Pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan 

bibit pertanian disediakan penggarap tanah.20 

4. Upah 

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 

2003, hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

                                                           
19

Andy Ramses, dan Fauzi Bowo, 2007, Kerjasama antara Daerah Formal Pengaturan dan 
Pengorganisasian, dalam Jurnal Ilmu Pemerintah, edisi:25. 
20

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Kedua, 275. 
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sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.21 

Fiqh mu’amalah menjelaskan bahwa upah disebut juga dengan ijarah 

yang berasal dari kata al-ajra yang berarti upah dan ganti.Menurut Al-

Syarbini, ijarah merupakan suatu akad untuk menukar manfaat suatu 

barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut diperbolehkan oleh syara’ 

dan bersifat halal.22 

5. Perlindungan Hukum 

Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan/himpunan peraturan baik 

berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat dan harus mereka patuhi/laksanakan. Karenanya, pelanggaran 

petunjuk hidup dapat membuat pemerintah turun tangan.23 

Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan 

kepada subjek hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif 

(pemaksaan). Yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah para pekerja 

yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha/majikan. Perlindungan 

hukum bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja para pekerja dan 

                                                           
21

Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26. 
22

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1-2. 
23

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007), 20. 
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diharapkan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.  

Pekerja merupakan instrumen penting dalam sebuah perusahaan, 

maka peraturan yang relevan untuk melindungi hak-hak pekerja adalah 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan. Di dalam 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini dijelaskan bagaimana sistematika 

pengupahan buruh secara benar dimata hukum. Penulis ingin mengetahui 

kesesuaian praktik di lapangan dengan teori yang ada. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul “mplementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan 

Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa 

Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) ini menggunakan 

metode kualitatif. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh 

penelitian kualitatif, diantaranya adalah: (a) penelitian dilakukan pada 

kondisi yang alamiah, langsung ke sember data, peneliti sebagai instrumen 

kunci penelitian; (b) bersifat deskriptif; (c) analisis data dilakukan secara 

induktif; (d) lebih menekankan makna; (e) lebih menekankan kepada proses 

daripada produk. 

Penulis menggunakan metode kualitatif karena ingin mendapatkan 

pengetahuan lebih luas mengenai praktik bagi hasil pengelolahan lahan 
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tambak. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan 

terhadap komunitas petani tambak bandeng di Desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan 

hasil data penelitian secara langsung kepada pengumpul data.24 Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 

informan kunci yang mewakili pemilik lahan tambak di desa Tambak 

Oso. Informan kunci yang dimaksud adalah Bapak Haris, selaku Ketua 

Kelompok Budidaya Ikan di Desa tambak Oso, Bapak Budiono dan 

Bapak Fauzi selaku pemilik tambak di Desa Tambak Oso. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh peneliti dari berbagai literatur seperti 

buku-buku, jurnal, skripsi, internet, beserta literatur lain yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para petani penggarap lahan 

tambak bandeng. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan 

sistem kerjasama di lahan pertanian, yaitu muzara’ah di desa Tambak Oso 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

                                                           
24

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 13. 
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4. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan mulai tanggal 

5 November – 25 Februari 2019 dan bertempat di lahan tambak yang ada di 

desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada tempat penelitian. Observasi ini 

memanfaatkan pancaindra mata dibantu dengan pancaindra lainnya.25 

Dalam hal ini peneliti datang ke tambak guna mengamati kegiatan yang 

dilakukan oleh pemilik tambak maupun pengelola tambak yang 

berkaitan dengan cara pengolahan tambak serta praktik bagi hasil yang 

dijalankan. Obeservasi dilakukan dengan cara mengambil foto dan 

merekam video kegiatan subjek penelitian.  

b. Wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan 

menggunakan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, baik 

dalam situasi sebenarnya maupun buatan.26 Metode wawancara dapat 

melengkapi metode observasi di lapangan. Dalam hal ini penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber akan menjawabnya. 

Pertanyaan ditujukan langsung kepada informan kunci dan tokoh lahan 

                                                           
25

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif dan 
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 
(Jakarta: Kencana, 2013), 142. 
26

Winarto Surachmad, PengantarPenelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2003), 162. 
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tambak di desa Tambak Oso. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan alat rekam dan pencatat elektronik. 

c. Library research, yaitu penulis mengumpulkan data sekunder yang 

dibutuhkan diantaranya adalah data produksi pertambakan, data 

kependudukan, daftar upah minimum regional dan data data ekonomi 

lainnya dari pemerintah desa, dan instansi kabupaten Sidoarjoyang 

mendukung. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif 

analisis, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisa secara sistemasis 

data yang diperoleh di lapangan baik melalui pencatatan di lapangan, hasil 

wawancara, maupun bahan-bahan lainnya. Peneliti mengumpulkan data 

terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya secara deskripsi yang mendetail 

tentang kegiatan, peristiwa, maupun situasi tertentu guna menjawab 

rumusan masalah. Dan diperkuat dengan metode observasi serta wawancara 

yang akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

narasumber, dimana data tersebut bersifat akurat. Selanjutnya 

menyimpulkan hasil penelitian untuk memperoleh pemecahan masalah dan 

solusi atas masalah yang dihadapi. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang ditulis secara sistematis, 

yang meliputi: 

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, Kerangka Teori. Bab ini membahas tentang teori-teori yang 

digunakan dan berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut meliputi teori 

konsep Islam dalam sistem kerjasama bagi hasil, khususnya akad muzara’ah 

yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, dan kerja sama dalam 

pertanian. Selain itu terdapat pembahasan tentang upah dan sistem 

pembagiannya menurut konsep Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

BAB III, Gambaran Umum Wilayah. Bab ini memuat gambaran umum 

Kabupaten Sidoarjo, gambaran umum Desa Tambak Oso yang meliputi 

kondisi geografis dan sosial masyarakat, serta penerapan bagi hasil di 

pertanian tambak Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

BAB IV, Analisis Data. Pada bab ini berisi analisis data yang telah 

dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu 

implementasi akad bagi hasil pengelolahan tambak di Desa Tambak Oso 

berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah dan UU Ketenagakerjaan. 
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BAB V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang 

berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas di bab 

sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari permasalahan yang 

diteliti berdasarkan data yang diperoleh dan disajikan dengan singkat dan 

jelas. Selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang bersifat membangun dari 

peneliti. 
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BAB II 

MUZARA’AH DAN PENGUPAHAN MENURUT ISLAM SERTA UU NO 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

Penelitian Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak 

Ditinjau dari Prinsip Muzara’ah dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo) ini memfokuskan kepada akad bagi hasil yang selama 

ini telah dijalankan oleh petani tambak di Desa Tambak Oso. Kajian kerangka 

teori yang dimunculkan dalam bab ini bisa digunakan sebagai kerangka analisis 

dari temuan lapangan khusus bila berkaitan degan akad bagi hasil dalam Islam, 

upah, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Bab II ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu muzara’ah, upah, dan UU No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sub bab pertama yaitu muzara’ah 

membahas tentang pengertian muzara’ah, dasar hukum muzara’ah, rukun dan 

syarat muzara’ah, hikmah muzara’ah, dan berakhirnya akad muzara’ah. Sub bab 

kedua yaitu upah yang membahas tentang pengertian upah beserta sistem 

pembagiannya baik secara umum maupun berdasarkan Islam (syar’i). Di sub bab 

terakhir terdapat beberapa uraian tentang isi yang terdapat dalam UU NO 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang ada kaitannya dengan upah. 
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A. Muzara’ah  

Secara etimologi, muzara’ah adalah wazan dari مفاعلة dari kata الزرع 

yang artinya menumbuhkan. Al-muzara’ah berarti Tharh al-Zur’ah 

(melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal.27 Menurut Muhammad 

Syafi’i Antonio, muzara’ah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian 

antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan dan 

pihak kedua sebagai penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya 

kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 

tertentu dari hasil panen. Masyarakat menyebutnya dengan istilah paruhan 

sawah. 

Modal 100% berasal dari pemilik modal. Penggarap hanya bertugas 

untuk mengelola dan merawat lahan saja. Keuntungan dari hasil panen dibagi 

sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila 

mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah 

pemilik modal. Pengelola hanya rugi tenaga dan waktu. Namun apabila 

kerugian disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka 

yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pengelola. 

 

 

                                                           
27Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 217. 
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Adapun pendapat-pendapat menurut para ulama, mendefinisikan 

muzara’ah sebagai berikut: 

1. Menurut Hanafiyah 

رْ عِ ببِعَْضِ الْخَا رِجِ مِنَ  الأَْ رْضِ عَقْدٌ عَلىَ الزَّ  

Muzara’ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar 

dari bumi. 

2. Menurut Hanabilah 

ا لِحَةِ الْمُزِ ارَ عَةِ أرَْ ضَھُ لِلْعاَ مِلِ الَّذِ ىْ یقَوُْ مُ یِزَ رْ عِھَا  انَْ یَدْ فَعَ صَا حِبُ الأَْ رْ ضِ الصَّ

حُبَّ وَ بَدْ فَعُ لَھُ الْ   

Muzara’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya 

untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.28 

3. Menurut Syafi’i 

 معاملة العامل فى الارض ببعض ما یخرج منھا على ان یكون البذر من المالك

Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah. 

Dalam kitab al-umm, Imam Syafi’i menjelaskan dua makna muzara’ah. 

Yang pertama, diperbolehkannya bertransaksi atas pohon kurma dan tanah 

serta apa yang dihasilkan. Artinya, pohon kurma tersebut harus sudah ada, lalu 

diserahkan kepada pekerja untuk dirawat hingga berbuah. Sebelum diserahkan 

kepada pekerja, harus sudah ada kesepakatan antara pemilik dengan pekerja 

atas pembagian hasil, yakni sebagian buah untuk pemilik kebun dan sebagian 

lainnya untuk pekerja. Yang kedua, tidak diperbolehkannya transaksi 

muamalah atas muzara’ah dengan menyerahkan tanah yang masih kosong dan 

                                                           
28 Hadi Suhendi, Op. Cit., 153. 
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tidak ada tanamannya, kemudian pekerja menanaminya dengan tanaman 

lain.29 

Menurut definisi-definisi diatas, maka dapat difahami bahwa muzara’ah 

merupakan akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan 

pekerja/penggarap dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemilik modal tetapi tidak 

memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan pihak lain sebagai penggarap, 

yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggarap lahan tambak 

tapi tidak memiliki modal/lahan yang akan dikelola. 

1. Dasar Hukum Muzara’ah 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah az-Zukhruf (43) ayat 32 

yang berbunyi: 

بَعْضٍ مُونَ رَحْمَتَ رَبكَِّ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَھُمْ مَعِیشَتھَُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ۚ وَرَفعَْنَا بَعْضَھُمْ فوَْقَ ھُمْ یقَْسِ أ

ا یَجْمَعُونَ   درََجَاتٍ لِیتََّخِذَ بعَْضُھُمْ بَعْضًا سُخْرِی�ا ۗ وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 

dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 

yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.30 

                                                           
29

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, al-umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, 12. 
30

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV. Diponegoro, 
2010), 491. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT yang berwenang 

memberi anugerah kepada manusia berdasarkan kebijaksanaanNya baik 

yang bersifat umum maupun khusus. Allah SWT telah membagi-bagi 

sarana dalam kehidupan dunia yang tidak dapat manusia lakukan sendiri. 

Dan Allah juga meningkatkan sebagian dari mereka atas harta benda, ilmu, 

kekuatan, dan peninggian beberapa derajat agar mereka gunakan untuk 

saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pada ayat di atas, kata rabbika ditujukan Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad saw. Sedangkan ma’isyatahum (penghidupan mereka) berasal 

dari kata ‘aisy, artinya kehidupan yang berhubungan dengan hewan dan 

manusia yang ada di dunia ini. Dan ba’dhuhum ba’dhon yang berarti 

sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. 

Misalnya, orang kaya membutuhkan kekuatan fisik orang miskin. Dan 

orang miskin membutuhkan uang orang kaya. 

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum muzara’ah. 

Sebagian para ulama ada yang menolak, dan sebagian membolehkannya. 

Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satu 

pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara muzara’ah 

dengan rasio sepertiga dan seperempat.”Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn 

Huzail tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa 

akad muzara’ah tidak boleh. 

Menurut mereka, akad muzara’ah dengan bagi hasil serempat dan 

seperdua, hukumnya batal. Alasannya karena adanya hadits yang 
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bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak. Dalam riwayat Tsabit Ibnu adh-

Dhahhak dikatakan bahwa, Rasulullah saw melarang al-muzara’ah. (HR. 

Muslim dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak)31Mereka berpendapat bahwa objek 

dalam muzara’ah yaituyang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil 

pertanian yang belum ada (al-ma’dum) dan tidak jelas (al-jahalah) 

ukurannya, sehingga sejak semula keuntungan yang akan dibagi belum 

jelas. Inilah yang membuat akad muzara’ah tidak sah. 

Adapun hadits dari Abdullah Ibnu Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: 

Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh 

hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman. (HR. Imam 

Bukhori, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai), menurut Imam Abu Hanifah 

dan Zufair ibn Huzail hadits ini bukan merupakan akad muzara’ah, tetapi 

al-kharaj al-muqasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan 

petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Akad 

pada hadits tersebut bertujuan untuk saling membantu, dimana pemilik 

lahan tidak mampu mengolah tanahnya dan penggarap tidak memiliki 

tanah pertanian. Sebab itu wajar jika pemilik lahan bekerja sama dengan 

petani penggarap dan membagi hasil sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 

Rafi’ bin Khadij berkata: Diantara Anshar yang paling banyak 

mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah 

untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, 

                                                           
31 Imam Muslim, Shahih Muslim, (Liban: Dark al-Fikr, 2003), Jilid 3, 27. 
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kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka 

oleh karenanya Rasulullah saw melarang paroan dengan cara demikian 

(HR. Bukhari).32 Berdasarkan hadits tersebut, Imam Syafi’i berpendapat 

bahwa muzara’ah tidak disyari’atkan. Namun sebagian Khattabi 

mengatakan bahwa muzara’ah diperbolehkan karena kaum muslimin di 

berbagai negeri telah mempraktekkannya dan tidak ada seorang pun yang 

membatalkannya. 

2. Rukun dan Syarat Muzara’ah 

a. Rukun Muzara’ah 

Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan Imam Hambali mengemukakan 

beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad muzara’ah menjadi sah. 

Adapun rukun-rukun tersebut adalah: 

1) Pemilik tanah; 

2) Petani penggarap (pengelola); 

3) Objek muzara’ah, yaitu antara manfaat dan hasil kerja dari petani 

penggarap; 

4) Ijab dan Kabul, dapat hanya diucapkan secara lisan saja maupun 

tertulis dalam sebuah perjanjian, termasuk prosentase bagi hasil.33 

Dalam penelitian ini rukun-rukun muzara’ah dalam prakteknya di 

desa Tambak Oso bisa dilihat dari adanya warga sebagai pemilik lahan 

tambak, 100 orang bekerja sebagai penggarap/pengelola tambak. 

                                                           
32

Muhammad Yazid, Op. Cit., 218-219. 
33

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 
283-284. 
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Sehingga dengan adanya pemilik tambak yang memiliki lahan dan 

petani tambak sebagai pengelolanya, dihasilkan beberapa ton ikan 

bandeng dan udang sebagai hasil dari penggarapan lahan tambak 

tersebut. Setelah panen, pemilik tambak memberikan upah kepada 

penggarap sebesar 
�

�
 dari hasil panen. 

b. Syarat Muzara’ah 

1) Syarat ‘aqidain (kedua pihak yang berakad), yaitu harus berakal; 

2) Syarat tanaman atau objek, harus ditentukan apa saja macam 

tanaman yang akan ditanam; 

3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu a) hasil 

merupakan milik bersama, b) perolehan masing-masing harus 

disebutkan dengan jelas jumlahnya, c) bagian antara keduanya harus 

dari satu jenis yang sama, d) bagian untuk kedua pihak sudah 

diketahui; 

4) Hal yang berhubungan dengan tanah, yaitu a) tanah dapat ditanami, 

b) tanah dapat diketahui batas-batasnya; 

5) Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu a) waktu telah ditentukan, b) 

waktu yang ditentukan memungkinkan untuk menanam tanaman dan 

memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan; 
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6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah, yaitu dapat berupa 

benih/bibit ikan atau yang lainnya, yang dibebankan kepada pemilik 

tanah.34 

Dalam penelitian ini syarat muzara’ah dalam prakteknya di desa 

Tambak Oso bisa dilihat dari adanya kedua belah pihak (pemilik dan 

penggarap tambak) yang berakad kerjasama untuk mengelola tambak yang 

akan diisi bibit ikan bandeng atau udang. Sejumlah 40 warga Desa Tambak 

Oso memiliki lahan tambak dengan status milik sendiri yang masing-

masing kepala memiliki lahan sekitar ½ – 2 ha. Selain itu, juga terdapat 

beberapa warga yang memiliki lahan tambak dengan status kontrak/bukan 

milik sendiri. Sebelum pelaksanaan penggarapan lahan, kedua belah pihak 

bersepakat atas perolehan hasil panen dari penggarapan tersebut. 

Di Desa Tambak Oso ini terdapat 3 pembagian atas perolehan hasil 

tanaman, yaitu a) apabila lahan tambak adalah milik pribadi maka 

pembagiannya adalah 
�

�
. Dimana  

�

�
 diberikan kepada penggarap/pandega, 

dan 
�

�
 diberikan kepada pemilik, b) apabila status lahan tambak adalah 

bukan milik pribadi/sewa, maka pembagian perolehan atas hasil panen 

adalah 
�

�
 dengan rician 

�

�
 untuk pandega, 

�

�
 untuk membayar sewa tambak, 

dan 
�

�
 untuk pemilik modal, c) apabila lahan tambak milik pribadi kemudian 

dijual ke PT, maka bagi hasilnya adalah ½. Dari ½ tersebut apabila pemilik 

lahan menggarapnya sendiri maka ½ hasil tambak ia gunakan sendiri. 

                                                           
34

Hadi Suhendi, Op. Cit., 158-159. 
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Tetapi apabila dalam penggarapan lahan tambak mempekerjakan pandega, 

maka ½ dari perolehan tersebut masih dibagi ½ lagi dengan pandega. Jadi, 

kebanyakan apabila tambak yang sudah dijual kepada PT, digarap sendiri 

oleh pemiliknya agar tetap mendapatkan hasil yang cukup. 

Sementara itu, masa panen dari masing-masing bibit membutuhkan 

waktu sekitar 3-3,5 bulan untuk panen udang windu dan sekitar 5-6 bulan 

untuk panen ikan bandeng.  

3. Hikmah Muzara’ah 

Adapun hikmah yang dapat diambil dalam proses kerjasama 

muzara’ah ini yaitu bagi pemilik tambak yang tidak dapat mengolah 

tambaknya sendiri, tambak tersebut tidak menganggur begitu saja, tetapi 

memberi manfaat setelah diolah oleh pengelola tambak. Bagi mereka yang 

memiliki kemampuan mengelola tambak tapi tidak memiliki lahan, tidak 

lagi menganggur karena mereka dapat bekerja di lahan milik orang lain. 

Sehingga kemampuan yang mereka miliki dapat bermanfaat baik untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain. Dan dengan adanya kerjasama, 

pengangguran dapat diminimalisir.  

Di desa Tambak Oso hanya 40 orang yang memiliki lahan sendiri. 

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka perlu 

bekerja untuk mendapatkan uang. Bagi mereka yang memiliki pendidikan 

rendah rata-rata bekerja sebagai pandega/buruh tambak. Tak hanya itu, ada 

juga beberapa dari mereka yang bekerja sebagai pengepul/penyedia modal 

yang ditawarkan kepada pemilik-pemilik tambak yang membutuhkan dana 
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untuk mengelola tambaknya. Dari sinilah terlihat adanya kerjasama dan 

pengurangan pengangguran di Desa Tambak Oso. 

4. Berakhirnya Muzara’ah 

1) Adanya udzur 

Akad muzara’ah berakhir bila salah satu aqid mengalami udzur. 

Misal dari pemilik tanah yang sedang terbelit hutang sehingga 

mengharuskan pemilik tanah menjualnya untuk melunasi hutangnya 

karena tidak ada lagi harta yang tersisa. Udzur petani penggarap karena 

sedang di luar kota atau karena sakit sehingga mengharuskannya untuk 

istirahat dan tidak bisa bekerja lagi. 

2) Salah satu pihak meninggal dunia 

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila seorang yang 

berakad meninggal maka akad muzara’ah berakhir karena mereka 

berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Sedangkan 

ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad muzara’ah 

dapat diwariskan. Oleh sebab itu, meskipun orang yang berakad 

meninggal, akad muzara’ah tidakberakhir. 

3) Habisnya masa muzara’ah. 

Jika waktu muzara’ah telah habis sebelum panen, maka akad 

muzara’ah tidak dibatalkan sampai panen dan hasil tanaman dibagi 

sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.35 

                                                           
35

Rahmad Syafe’i, Op. Cit., 211. 
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Kondisi terkini di Desa Tambak Oso mengenai berakhirnya akad 

muzara’ah telah ditunjukkan oleh beberapa pandega yang berhenti 

bekerja tanpa suatu alasan yang jelas dan tanpa pamit terlebih dahulu 

kepada pemilik modal sebelum panen dan diberi upah. 

 

B. Upah 

Dalam ilmu ekonomi, upah merupakan bagian dari deviden nasional 

yang diberikan kepada orang yang bekerja menggunakan tenaga maupun 

otaknya baik untuk seorang majikan atau secara independen.36 Menurut 

Sadono Sukirno, upah adalah pemberian yang diperoleh pekerja atas jasa yang 

ia berikan kepada pengusaha.37 Menurut Dewan Penelitian Pengupahan 

Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, 

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan 

dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.38 Menurut 

Gilarso, upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja 

manusia yang mencakup gaji, tunjangan, uang lembur, dan lain-lain.39 

                                                           
36

Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic 
Economic System), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 197. 
37

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2005), 350. 
38

Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7. 
39

Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Kanisisus, 2003), 211. 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa upah 

adalah hak yang diterima oleh pekerja baik berupa uang maupun barang 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan bernilai 

manfaat untuk pengusaha. Dimana hak tersebut dapat diterima pada waktu 

yang telah disepakati saat melakukan perjanjian kerja. 

Sedangkan upah dalam Islam disebut dengan ijarah. Al-Ijarah berasal 

dari kata ajru yang menurut bahasa adalah al-iwadl, artinya ganti dan upah. 

Idris Ahmad dalam bukunya berjudul Fiqh Syafi’i berpendapat bahwa ijarah 

artinya upah-mengupah. Beliau menerangkan rukun dan syarat ijarah adalah 

mu’jir dan musta’jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah). 

Menurut istilah fiqh, ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi 

tujuan dan bisa diserahkan kepada orang lain dengan ongkos yang jelas. 

Menurut Ulama Syafi’iyah, Ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang 

diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat 

kebolehannya. Sedangkan Menurut Ulama Hanafiyah Ijarah adalah akad 

terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Suhrawadi K. Lubisdan Farid 

Wajdi berpendapat bahwa ijarah adalah mengambil manfaat suatu benda. Jadi, 

yang berpindah dari sewa-menyewa adalah manfaat dari barang tersebut. 

Misalnya, rumah, kendaraan, pekerja. Dimana yang berpindah dari seorang 

pekerja ini adalah tenaga pekerja tersebut.40 

Meskipun pendapat para ulama berbeda-beda, maksud mereka tetap 

sama, yaitu ijarah merupakan akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat 

                                                           
40 Suhrawadi K. Lubisdan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 
156. 
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suatu benda atau jasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad yang 

dilakukan oleh dua belah pihak untuk mengambil manfaat atas suatu barang 

atau jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas objek yang 

ditransaksikan dengan disertai balas jasa baik berupa upah atau imbalan. 

Rasulullah saw bersabda: 

 مَنِ اسْتأَْ جَرَ أجَِیْرَ فَلْیعُْلِمْھُ أجَْرَهُ 

Barang siapa yang mempekerjakn seseorang hendaklah ia memberitahukan 

upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).41 

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw telah menegaskan agar para 

majikan memberitahukan terlebih dahulu besarnya upah yang akan diberikan 

kepada pekerjanya. Dengan begitu, diharapkan pekerja dapat termotivasi dan 

lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu mereka juga 

akan lebih nyaman dalam memenuhi kesepakatan kontrak kerja dengan 

majikannya. 

Pemberian upah kepada pekerja harusnya memenuhi konsep kelayakan 

yang terdiri dari tiga aspek, yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang 

(pakaian), dan papan (tempat tinggal).42 Selain itu, jumlah upah harus sesuai 

dengan kontrak kerja, tidak kurang atau tidak lebih. Allah SWT berfirman 

dalam surah asy-Syu’ara (26) ayat 183 yang berbunyi: 

ضِ مُفْسِدِینَ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَھُمْ وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْ   

                                                           
41

Kahar Masyhur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 515. 
42

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 
2008), 35. 
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Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa janganlah seseorang 

merugikan orang lain dengan mengurangi apa yang telah menjadi hak mereka. 

Hal tersebut bermakna bahwa janganlah seorang majikan memberikan gaji 

pekerjanya jauh di bawah gaji yang biasa diberikan. 

Prinsip dalam Islam menegaskan bahwa bayaran yang sama akan 

diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak kurang maupun lebih karena Islam 

menghargai keahlian dan pengalaman. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan 

gaji berbeda diperbolehkan jika pekerjaan yang dilakukan juga berbeda.43 

Rasulullah saw bersabda: 

ھُ أعُْطُ الاْجَِیْرَ أجَْرَهُ قبَْلَ أنَْ یَجِفَّ عَرَقَ   

 Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. 

Ibnu Majah). 

Kandungan dari ayat dan hadits di atas adalah penegasan agar segera 

diberikannya hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu 

dilakukan agar pekerja tidak merasa khawatir dengan upah yang akan mereka 

terima jika mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang jelas. Islam 

sangat menganjurkan agar upah diberikan sesegera mungkin agar tidak ada 

yang merasa terdzolimi maupun dirugikan. 

 

 

                                                           
43Ibid.,35. 
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C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.44 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 91 menjelaskan bahwa 

pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 

dan buruh dan serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.45 Sementara ayat 3 menegaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain. 

Waktu pemberian upah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2015 yang terdiri dari beberapa pasal, yaitu: 

a. Pasal 18 ayat 1 (satu), pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang 

diperjanjikan antara pengusaha dan buruh. 

b. Pasal 18 ayat 2 (dua), dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati 

jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat 

                                                           
44Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet. I, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 5. 
45Ibid, 71. 
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mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam Perjanjian Kerja, 

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 

c. Pasal 19, pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu 

paling cepat 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali 

bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. 

d. Pasal 20, upah buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan 

per tanggal pembayaran upah.46 

Pada pasal 88 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Salah satu bentuk kebijakan 

tersebut adalah penetapan upah minimum yang ditetapkan baik secara 

sektoral maupun regional. Dalam penetapan upah tersebut, pemerintah 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi, produktifitas, serta usaha-usaha yang 

paling tidak mampu (marginal). Selain itu, dalam penetapan upah minimum, 

pemerintah harus mempertimbangkan standar kebutuhan hidup pekerja agar 

hidup mereka dapat terpenuhi gizinya. Standar kebutuhan hidup yang 

dimaksud adalah kebutuhan hidup layak (KHL). 

Undang-undang pasal 89 Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

dalam penetapan upah minimum, kebutuhan hidup layak dicapai secara 

bertahap. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 Tentang 

Pengupahan, dijelaskan bahwa kebutuhan hidup layak adalah standar 
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PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dalam 
https://www.ekon.go.id/ekliping/download/2380/1822/i.l-pp-nomor-78-tahun-2015.pdf, diakses 
pada tanggal 15 Oktober 2018. 
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kebutuhan yang harus dipenuhi seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak, 

baik secara fisik maupun non fisik dalam kurun waktu satu bulan.47  

Standar komponen yang dijadikan dasar dalam perhitungan kebutuhan 

hidup layak meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.48 Dari tujuh 

komponen tersebut yang menjadi faktor utama naiknya nilai upah minimum 

adalah makanan, minuman, dan transportasi. Hal ini disebabkan karena inflasi 

yang berubah setiap tahunnya. 

Adanya penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur ini 

diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi seluruh pekerja 

sehingga mencapai kesejahteraan. Berikut daftar upah minimum 

kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2018: 

Tabel 2.1 Daftar UMK Jawa Timur Tahun 2017-2018 

NO Kota/Kabupaten UMK Tahun 201749 UMK Tahun 201850 

1 
Kota Surabaya Rp. 3.296.212,50 Rp. 3.583.312,61 

2 
Kabupaten Gresik Rp. 3.293.506,25 Rp. 3.580.370,64 

3 
Kabupaten Sidoarjo Rp. 3.290.800,00 Rp. 3.577.428,68 

4 
Kabupaten Pasuruan Rp. 3.288.093,75 Rp. 3.574.486,72 

5 Kabupaten 
Mojokerto 

Rp. 3.279.975,00 Rp. 3.565.660,82 

                                                           
47 https://gajimu.com/gaji/gaji-minimum/komponen-khl, diakses pada tanggal 19 Januari 2019. 
48

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171102125635-81-252972/tujuh-komponen-
kebutuhan-hidup-layak-ump-2018, diakses pada tanggal 19 Januari 2019. 
49

 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2017, diakses pada tanggal 3 April 2019. 
50

 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2018, diakses pada tanggal 3 April 2019. 
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6 
Kabupaten Malang Rp. 2.368.510,00 Rp. 2.574.807,22 

7 
Kota Malang Rp. 2.272.167,50 Rp. 2.470.073,29 

8 
Kota Batu Rp. 2.193.145,00 Rp. 2.384.167,93 

9 
Kabupaten Jombang Rp. 2.082.730,00 Rp. 2.264.135,78 

10 
Kabupaten Tuban Rp. 1.901.952,50 Rp. 2.067.612,56 

11 
Kota Pasuruan Rp. 1.901.952,50 Rp. 2.067.612,56 

12 Kabupaten 
Probolinggo 

Rp. 1.879.220,00 Rp. 2.042.900,06 

13 
Kabupaten Jember Rp. 1.763.392,50 Rp. 1.916.983,99 

14 
Kota Mojokerto Rp. 1.735.247,50 Rp. 1.886.387,56 

15 
Kota Probolinggo Rp. 1.735.247,50 Rp. 1.886.387,56 

16 Kabupaten 
Banyuwangi 

Rp. 1.730.917,50 Rp. 1.881.680,41 

17 Kabupaten 
Lamongan 

Rp. 1.702.772,50 Rp. 1.851.083,98 

18 
Kota Kediri Rp. 1.617.255,00 Rp. 1.758.117,91 

19 Kabupaten 
Bojonegoro 

Rp. 1.582.615,00 Rp. 1.720.460,77 

20 
Kabupaten Kediri Rp. 1.576.120,00 Rp. 1.713.400,05 

21 Kabupaten 
Lumajang 

Rp. 1.555.552,50 Rp. 1.691.041,12 

22 Kabupaten 
Tulungagung 

Rp. 1.537.150,00 Rp. 1.671.035,77 

23 Kabupaten 
Bondowoso 

Rp. 1.533.902,50 Rp. 1.667.505,41 

24 Kabupaten 
Bangkalan 

Rp. 1.530.655,00 Rp. 1.663.975,05 

25 
Kabupaten Nganjuk Rp. 1.527.407,50 Rp. 1.660.444,69 

26 
Kabupaten Blitar Rp. 1.520.912,50 Rp. 1.653.383,98 

27 
Kabupaten Sumenep Rp. 1.513.335,00 Rp. 1.645.146,48 
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28 
Kabupaten Madiun Rp. 1.509.005,00 Rp. 1.640.439,34 

29 
Kota Blitar Rp. 1.509.005,00 Rp. 1.640.439,34 

30 
Kabupaten Sampang Rp. 1.501.427,50 Rp. 1.632.201,84 

31 Kabupaten 
Situbondo 

Rp. 1.487.355,00 Rp. 1.616.903,62 

32 Kabupaten 
Pamekasan 

Rp. 1.461.357,00 Rp. 1.588.660,76 

33 
Kabupaten Madiun Rp. 1.450.550,00 Rp. 1.576.892,91 

34 
Kabupaten Ngawi Rp. 1.444.055,00 Rp. 1.569.832,19 

35 
Kabupaten Ponorogo Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

36 
Kabupaten Pacitan Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

37 Kabupaten 
Trenggalek 

Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

38 
Kabupaten Magetan Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

 

Berdasarkan uraian tabel di atas, Kabupaten Sidoarjo merupakan 

kabupaten nomor tiga atas tingkat upah minimum terbesar di Jawa Timur 

dengan jumlah Rp. 3.290.800,00 di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 

mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.577.428,68. Kenaikan tersebut disesuaikan 

berdasarkan kebutuhan hidup layak masyarakat di daerah Kabupaten Sidoarjo.
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BAB III 

AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA 

TAMBAK OSO, SEBUAH TEMUAN LAPANGAN 

Dalam pembangunan dibutuhkan adanya peningkatan produksi. Salah satu 

cara meningkatkan produktifitas adalah dengan menambah lapangan pekerjaan 

yang lebih merata. Berdasarkan data, di Kabupaten Sidoarjo ini terdapat  

2.216.799 jiwa penduduk, 1.666.227 atau 76,30% dari jumlah tersebut adalah 

penduduk berusia kerja. Sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh/karyawan 

yaitu 66,24%. Sedangkan pekerjaan lain yang nampak terlihat lebih menonjol 

adalah wiraswasta yaitu 16,30%. Jika dibandingkan dari tahun 2015, di tahun 

2017 lalu penduduk yang berstatus buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja 

bebas non pertanian mengalami prosentase penurunan. Sedangkan pekerja lain 

seperti wiraswasta, buruh/karyawan/pegawai mengalami prosentase kenaikan.  

Bab III ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu gambaran umum kabupaten 

Sidoarjo dan gambaran umum desa Tambak Oso. Penjabaran yang terdapat pada 

bab III ini untuk membantu pembaca dalam mengetahui bagaimana kondisi di 

Kabupaten Sidoarjo, terutama di keadaan mata pencaharian petani tambak di 

Desa Tambak Oso. Di sub bab ini akan dijelaskan asal mula terjadinya kerjasama 

antara pemilik tambak dengan pandega, cara pengelolaan tambak, penyebaran 

bibit ikan, pengairan, pengupahan pandega/ buruh tambak, serta pendapat 

masyarakat atas penerapan upah di desa tersebut. 
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A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 7,3 º dan 7,5 º Lintang Selatan dan 

di antara 112,5º dan 112,9 º Bujur Timur. Di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Surabaya 

dan Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, dan 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. 

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.4242.25 Ha. Dimana 

29,99% wilayah bagian timur berupa dataran delta dengan ketinggian 0-3 

meter merupakan daerah pertambakan dengan luas 19.006 Ha. 40,81% di 

wilayah bagian tengah merupakan daerah berair tawar yang memiliki 

ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut digunakan sebagai daerah 

pemukiman, perdagangan, dan pemerintahan. Dan 29,20% wilayah bagian 

barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut adalah daerah 

pertanian. 

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo per 30 April 2018 adalah 

2.216.799 jiwa yang terdiri dari 1.117.604 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 

1.099.195 jiwa berkelamin perempuan. Secara administratif, terdapat 18 

kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yaitu kecamatan Tarik, 

Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, 

Tulangan, Wonoayu, Krian, Balongbendo, Taman, Sukodono, Buduran, 

Gedangan, Sedati, Waru. 

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan 

secara pesat. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa potensi yang 
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bergerak di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan usaha kecil 

menengah yang berhasil dikemas dengan baik dan terarah. Ditambah dengan 

adanya sumber daya manusia yang memadai, Kabupaten Sidoarjo mampu 

menjadi salah satu daerah strategis dalam pengembangan perekonomian Jawa 

Timur. 

Logo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa ikan bandeng dan ikan 

udang adalah komoditi perikanan utama di wilayah Sidoarjo. Tak hanya 

perikanan, industri dan jasa juga merupakan sektor perekonomian wilayah 

Sidoarjo. Sidoarjo adalah kabupaten nomor tiga di Jawa Timur dengan jumlah 

UMKM terbanyak setelah Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Jombang. 

Terdapat 171.264 usaha di Sidoarjo yang terdiri dari 16.000 usaha besar, 

154.891 usaha mikro, dan 154 usaha kecil menengah.51  

Kondisi saat ini dalam hal pengupahan di wilayah Sidoarjo, Disnaker 

bersama dewan pengupahan dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan 

survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diselenggarakan di tiga pasar 

tradisional (pasar Krian, pasar Wadung Asri, dan pasar Larangan) sejak bulan 

April – Oktober. Selain survei ke pasar, dalam penentuan KHL juga dilihat 

dengan adanya kenaikan harga sewa rumah kos, kontrakan, dan listrik. Setelah 

itu, pemkab bersama seluruh unsur dewan pengupahan menghitung bersama 

hasil KHL di Sidoarjo, yakni sekitar Rp 2,5 juta. Sehingga Arif Makin selaku 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyatakan 

                                                           
51 Desika Karinayah S., “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 
Sidoarjo” 2018, 2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 

 
 

bahwa nilai UMK Rp. 3.577.428,68 itu sudah ideal karena nilai tersebut sudah 

di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).52 

 

B. Gambaran Umum Desa Tambak Oso 

Desa Tambak Oso terletak di Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, 

Provinsi Jawa Timur. Desa Tambak Oso  terbagi menjadi dua dusun, yaitu 

Dusun I dan Dusun II yang masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun. 

Desa Tambak Oso merupakan daerah dataran rendah yang ketinggian wilayah 

5 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Tambak Oso sekitar 483,28 

Ha, yang terdiri dari tanah sawah/tambak seluas 385,59 Ha, tanah kering 

seluas 97,69 Ha. Selain itu, kekayaan desa selain tanah kas desa/kelurahan 

adalah  1,29 Ha yang meliputi tanah makam dengan luas 0,50 Ha, tanah 

lapangan dengan luas 0,70 Ha, dan jalan desa dengan luas 0,90 Ha.di sebelah 

barat Desa Tambak Oso berbatasan dengan perumahan Pondok Candra, 

sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan 

dengan Segoro tambak, dan di sebelah utasa berbatasan dengan Desa Gunung 

Anyar Tambak/Sungai Buntung. 

Desa Tambak Oso adalah salah satu desa yang tingkat perekonomiannya 

dapat dikategorikan baik, walaupun terdapat beberapa masyarakat yang belum 

bisa dikategorikan baik. Secara umum, desa ini terkenal maju di sektor 

pertambakannya. Terdapat beberapa jenis komoditi tambak, diantaranya yaitu 

udang windu, udang vaname, bandeng, rumput laut, lele, dan patin. Selain 

                                                           
52 https://spn.or.id/pemkab-sidoarjo-menganggap-umk-sudah-layak-karena-diatas-khl/ diakses 
pada tanggal 20 Februari 2019. 
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maju di sektor pertambakan, Desa Tambak Oso ini juga memiliki potensi di 

bidang peternakan dan perkebunan. Populasi ternak tersebut diantaranya yaitu 

sapi potong, kambing, domba, ayam, itik, dan enthok. Sedangkan di sektor 

perkebunan, terdapat tanaman buah belimbing, jambu air, jambu biji, mangga, 

pepaya, dan pisang.53 

Delapan puluh persen masyarakat desa Tambak Oso bekerja sebagai 

petani tambak. Masing-masing kepala keluarga rata-rata memiliki lahan 

tambak sekitar ½ sampai 2 Ha. Mayoritas yang bekerja sebagai petani tambak 

adalah masyarakat asli desa Tambak Oso yang meneruskan warisan dari kedua 

orang tuanya. Selain sebagai petani tambak, beberapa diantaranya ada yang 

bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, petani, buruh tani, buruh pabrik/swasta, 

pedagang, usaha kontruksi, usaha industri/kerajinan, usaha jasa angkutan, dan 

jasa lainnya.  

a. Asal Usul Kegiatan Upah Buruh Tani Tambak 

Karena dari luas tanah 483,28 Ha tersebut 385,59 Ha-nya adalah 

berupa tambak, maka masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk kegiatan 

ekonomi di bidang pertanian yang lebih fokus di petani tambak. Mayoritas 

di Desa Tambak Oso ini kepala keluarga bekerja sebagai petani tambak. 

Meskipun tak semuanya memiliki lahan tambak sendiri, mereka yang 

memiliki keahlian dalam mengelola tambak, bekerja sebagai buruh tambak. 

Para petani tambak berangkat ke tambak mulai pagi untuk memberi makan 

ikan, membersihkan tambak, mengganti air. 

                                                           
53

 Data Monografi Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. 
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Meskipun bekerja sebagai petani tambak terlihat susah dengan 

penghasilan yang belum pasti karena banyak kemungkinan kerugian yang 

akan mereka terima, para petani tambak tetap terus menjalani hari-harinya 

dengan ikhlas dan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah SWT. 

Mereka yang lebih memilih bekerja sebagai petani tambak daripada pekerja 

pabrik/swasta memiliki suatu alasan, yaitu waktu mereka tidak hanya 

digunakan untuk bekerja saja, tetapi mereka juga dapat meluangkan banyak 

waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Alasan lain mengapa masih 

banyak warga yang bekerja sebagai petani tambak adalah karena warisan 

orang tua, tingkat pendidikan mereka yang tergolong masih rendah, 

merantau dan tinggal disana, merasa keahliannya adalah di bidang 

pertanian. 

Meskipun penghasilan petani tambak tidak dapat diprediksi, mereka 

selalu memiliki hasil setiap harinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, menyekolahkan anak, membayar buruh tani tambak, dan 

memenuhi kebutuhan yang lain dapat terpenuhi. Itulah mengapa mereka 

tetap bertahan menjadi petani tambak. Dan mereka juga berfikir, kalau 

semua beralih profesi menjadi buruh pabrik/swasta, lalu bagaimana dan 

siapa yang akan menghasilkan ikan? Kalaupun banyak yang menjadi buruh 

pabrik/swasta, maka populasi petani tambak akan semakin sedikit. Dengan 

begitu akan semakin menguntungkan bagi mereka karena peluang semakin 

luas baginya.  
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b. Praktik Kegiatan Upah Buruh Tani Tambak 

Pemilik tambak di Desa Tambak Oso yang berstatus milik sendiri 

sebanyak 40 orang. Masing-masing kepala bekisar mulai dari ½ - 2 Ha. 

Karena luas tambak yang tidak begitu luas, pemilik tambak yang hendak 

mempekerjakan orang sebagai buruh tambak tidak banyak, rata-rata hanya 

1-2 pandega (buruh tambak) saja. Dalam penggarapan tambak, modal 

disediakan oleh pemilik tambak. Mulai dari bibit, pakan, obat, hingga 

kebutuhan lainnya. 

Biasanya para pemilik tambak di Desa Tambak Oso membeli bibit 

ikan dari Kabupaten Gresik. Seperti Bapak Haris yang memiliki tambak 

seluas 2 Ha dengan jumlah pekerja 1 orang untuk membantu menggarap 

lahannya. Beliau memilih membeli bibit ikan bandeng di Gresik dengan 

harga Rp 600.000/rean, udang windu Rp 160.000/rean, dan udang vaname 

Rp 110.000/rean. Satu rean berisi 5.000 ekor. Adapun harga pelengkap 

lainnya seperti air nutrisi Rp 50.000/liter, pupuk Rp 135.000/50 kg, obat Rp 

100.000, pakan Rp 1.500.000/100kg. Dalam satu kali periode, petani 

tambak membutuhkan 2 rean bibit bandeng, 5 rean bibiit udang windu, 10 

rean bibit udang vaname, 1 kw pupuk, 1 paket obat, 1 liter prebiotik, dan 1 

kg pakan. Berikut kalkulasi biaya yang dibutuhkan dalam satu periode: 
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Tabel 3.1 

Kalkulasi biaya dalam waktu satu periode 

Banyaknya Nama barang Harga satuan Jumlah 

2 rean Bibit bandeng Rp 600.000 Rp 1.200.000 

5 rean Bibit udang windu Rp 160.000 Rp 800.000 

10 rean Bibit udang vaname Rp 110.000 Rp 1.100.000 

1 kw Pupuk Rp 135.000 Rp 270.000 

1 paket Obat Rp 100.000 Rp 100.000 

1 liter Prebiotik Rp 50.000 Rp 50.000 

1 kg Pakan  Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 
Jumlah Rp 5.020.000 

Berdasarkan tabel di atas, biaya yang dibutuhkan oleh petani tambak 

dalam satu periode adalah Rp 5.020.000. Bibit bandeng dan udang 

dijumlahkan bersama karena pada saat penyebaran bibit, disebarkan 

semuanya meskipun masa panen masing-masing berbeda. 

Mulai jam 7 pagi Pak Haris bersama temannya pergi ke tambak. Pak 

Haris, selaku pemilik tambak hanya mengawasi saja, yang bekerja adalah 

temannya. Jarak rumah dari tambak cukup jauh, oleh sebab itu mereka 

harus berangkat pagi. Biasanya para pandega bekerja mulai jam 09.00 – 

15.00, tapi tidak setiap hari ke tambak karena hanya ada beberapa waktu 

yang mungkin tidak ada kegiatan. 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan segala 

sesuatunya sebelum bibit ikan disebarkan. Berikut adalah skema 

penggarapan lahan: 
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Gambar 3.1 

Skema Penggarapan Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema di atas, tahap awal sebelum menggarap lahan, 

Pak Haris dan temannya melakukan persiapan lahan terlebih dahulu. 

Langkah awal dalam persiapan lahan adalah membersihkan tambak dari 

sisa-sisa ikan pengganggu. Caranya dengan membersihkan air dalam 

tambak, kemudian tanah yang ada di dalam dijemur terlebih daluhu, lalu 
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tanah tersebut diberi pupuk. Proses tersebut membutuhkan waktu kurang 

lebiih 2 minggu.54 

Setelah 2 minggu, air dimasukkan kembali dengan cara disaring. Hal 

ini bertujuan agar tidak ada lagi ikan pengganggu yang masuk ke dalam 

tambak. Waktu yang ditunggu telah tiba. Setelah memasukkan air, Pak 

Haris dan temannya mulai melakukan penyebaran bibit. Menurut beliau, 

jam 09.00 – 11.00 adalah waktu yang sangat baik dalam penyebaran bibit 

ikan. Dalam satu bulan Pak Haris dan temannya melakukan pengairan 

sebanyak dua kali bertepatan dengan air pasang tanggal 11 - 15 Qamariah 

dan 25 - 30 Qamariah. 

Adapun kegiatan menutup laban (tempat bergantinya air) yang 

bertujuan agar ikan tidak terbawa oleh air ketika air laut mulai surut. Masa 

panen ikan bandeng kira-kira sekitar 5 – 6 bulan, sedangkan masa panen 

ikan udang sekitar 3 – 3,5 bulan.55 Panen bisa banyak bisa sedikit. 

Tergantung dari cara masing-masing pengelola. Apabila petani rajin pergi 

ke tambak, terutama mengontrol air maka ikan yang tumbuh akan banyak. 

Tetapi apabila petani malas untuk pergi ke tambak, besar kemungkinan 

hasil panen yang akan didapatkan sedikit karena bibit ikan yang masih 

kecil akan dimakan oleh ikan pengganggu yang berukuran besar. Selain itu, 

saat air laut surut ikan akan mudah berpindah tempat.56 Kerugian juga bisa 

disebabkan karena air tambak yang tercemar limbah perusahaan. Karena 

                                                           
54

 Haris (Pemilik Tambak sekaligus Ketua Kelompok Budidaya Perikanan), Wawancara, Desa 
Tambak Oso, 5 Januari 2019. 
55

 Fauzi (Pemilik Tambak), Wawancara, Desa Tambak Oso, 18 November 2018. 
56

 Budiono (Pemilik Tambak), Wawancara, Desa Tambak Oso, 6 Januari 2019. 
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sekarang tambak di Desa Tambak Oso sudah banyak yang dijual kemudian 

dibangun perusahaan serta perumahan. Selain itu, bisa juga karena 

pemberian pakan yang berlebihan sehingga menyebabkan banyak ikan yang 

mati. 

Setiap waktu panen, pemilik tambak bekerja sama dengan pengepul 

daerah setempat untuk menjualkan hasil panen dan membayar upah 

pandega. Kerjasama antara pemilik tambak dan pengepul sering kali kasbon 

karena jumlah penjualan hasil panen ikan yang tidak menentu. Kondisi 

perekenomian para pandega adalah mereka yang memiliki tingkat 

perekonomian menengah ke bawah. Para pandega memperoleh upah 

mereka sekali panen (setelah penjualan hasil panen ikan). Upah yang 

diberikan kepada pandega sesuai dengan kesepakatan antara pemilik 

tambak dengan pandega di awal kesepakatan kerjasama. 

Adapun pembagian upah yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

petani tambak di Desa Tambak Oso berdasarkan status kepemilikan lahan 

tambaknya, yaitu: 
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Gambar 3.2 

Skema Pembagian Upah Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan 
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Berdasarkan gambaran skema tersebut, apabila lahan tambak adalah 

milik pribadi maka pembagiannya adalah 
�

�
. Dimana  

�

�
 diberikan kepada 

penggarap/pandega, dan 
�

�
 diberikan kepada pemilik. Namun jika status 

lahan tambak adalah bukan milik pribadi/sewa, maka pembagian perolehan 

atas hasil panen adalah 
�

�
 dengan rician 

�

�
 untuk pandega, 

�

�
 untuk membayar 

sewa tambak, dan 
�

�
 untuk pemilik modal. Yang terakhir, apabila lahan 

tambak milik pribadi kemudian dijual ke PT dan pemilik lahan 

menggarapnya sendiri, maka ½ hasil tambak untuknya, ½ untuk PT. Tetapi 

apabila dalam penggarapan lahan tambak mempekerjakan pandega, maka  
�

�
  

diberikan kepada pandega dan  
�

�
 lagi milik pemodal. Sedangkan  

�

�
 nya 

milik PT. Jadi, kebanyakan apabila tambak yang sudah dijual kepada PT, 

digarap sendiri oleh pemiliknya agar tetap mendapatkan hasil yang cukup.  

Adapun hasil panen dan hasil penjualan yang diperoleh para petani 

tambak dalam satu periode: 

Tabel 3.2 

Perolehan Hasil Panen 

Masa panen  Jenis Jumlah bibit yang disebar Hasil panen 

5-6 bulan Bandeng 2 rean 1,5 ton 

3-3,5 bulan Windu 5 rean 200 kg 

3-3,5 bulan Vaname 10 rean 200 kg 
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Tabel 3.3 

Penjualan Hasil Panen 

 

Jenis Harga jual (per kg) Jumlah (per kg) 

Bandeng Rp 20.000 4 ekor 

Windu Rp 130.000 30 ekor 

Vaname Rp 70.000 60 ekor 

 

Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa hasil 

panen dari dua rean ikan bandeng selama 6 bulan adalah  1,5 ton dengan 

harga per kilogram ikan bandeng Rp 20.000. 1 kilogram bandeng berisi 4 

ekor. Sedangkan untuk masa panen ikan udang adalah 3 – 3,5 bulan. Ikan 

udang dibagi menjadi dua, yaitu udang windu dan udang vaname. Lima 

rean udang windu dapat menghasilkan  rata-rata 200 kilogram saat panen. 

Jika dijual, harganya mencapai Rp 130.000 per kilogram. Satu kilogramnya 

dapat berisi 30 ekor. Berbeda dengan udang vaname. Jika dibanding udang 

windu, udang vaname ini lebih murah. Dari sepuluh rean bibit vaname 

dapat menghasilkan  200 kilogram. Harga pasaran per satu kilogramnya 

mencapai Rp 70.000 dan berisi  60 ekor. Jadi, apabila petani tambak 

mengalami panen dalam keadaan bagus, maka mereka dapat memperoleh 

hasil panen dengan jumlah 1,5 ton ikan bandeng, 200 kilogram udang 

windu, dan 200 kilogram udang vaname. 
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Jika dinominalkan, maka para petani memperoleh hasil panen sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Perolehan hasil panen bandeng selama 5-6 bulan 

Jenis Hasil panen (kg) Harga jual (per kg) Jumlah 

Bandeng 1.500 Rp 20.000 Rp 30.000.000 

Total Rp 30.000.000 

 

Tabel 3.5 

Perolehan hasil panen udang windu dan vaname selama 3-3,5 bulan 

Jenis Hasil panen (kg) Harga jual (per kg) Jumlah 

Windu 200 kg Rp 130.000 Rp 26.000.000 

Vaname 200 kg Rp 70.000 Rp 14.000.000 

Total Rp 40.000.000 

 

Tabel 3.6 

Perolehan hasil panen bandeng dan udang dalam satu periode 

  

 

Bandeng Rp 30.000.000 

Udang Rp 40.000.000 

Total Rp 70.000.000 
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Jadi, hasil panen bandeng selama 5-6 bulan adalah Rp 30.000.000. 

sedangkan hasil panen udang windu dan udang vaname selama 3-3,5 bulan 

adalah Rp 40.000.000. Jika dijumlahkan seluruhnya, maka dalam satu 

periode penyebaran bibit bandeng dan udang, para petambak mendapatkan 

hasil panen sebesar Rp 70.000.000. 

Setelah panen, hal yang dilakukan adalah memberi upah kepada 

pandega. Setiap pandega memiliki upah yang berbeda-beda karena 

tergantung lahan tambak yang mereka garap. Apakah tambak tersebut 

milik juragannya sendiri, atau lahan sewaan, atau lahan juragannya sendiri 

yang telah dijual kepada PT. Berikut taksiran upah yang diperoleh pandega 

selama satu periode berdasarkan status kepemilikan lahan yang digarap. 

Tabel 3.7 

Bagi hasil lahan tambak milik sendiri 

Pembagian Penerima Jumlah Pendapatan (per bulan) 

1

3
 Pandega Rp 23.333.000 Rp 3.889.000 

2

3
 Pemilik Rp 46.666.000 Rp 7.778.000 

 

Dapat kita ketahui bahwa jika lahan tambak merupakan milik 

juragan/pemilik modal, maka pendapatan per bulan yang diperoleh oleh 

pandega Rp 3.889.000 dan pemilik  modal mendapatkan Rp 7.778.000. 
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Tabel 3.8 

Bagi hasil lahan tambak sewa 

Pembagian Penerima Jumlah Pendapatan (per bulan) 

1

4
 Pandega Rp 17.500.000 Rp 2.917.000 

2

4
 Pemilik Rp 35.000.000 Rp 5.833.000 

1

4
 Sewa Rp 17.500.000 Rp 2.917.000 

 

Jika penggarapan di lahan tambak yang masih menyewa, maka 

pandega hanya mendapatkan upah Rp 2.917.000/bulan. Sementara pemilik 

tambak medapatkan Rp 5.833.000 dan harus membayar sewa lahan sebesar 

Rp 2.917.000/bulan. 

Tabel 3.9 

Bagi hasil lahan tambak sendiri yang dijual kepada PT 

Pembagian Penerima Jumlah Pendapatan (per bulan) 

1

4
 Pandega Rp 17.500.000 Rp 2.917.000 

1

4
 Pemilik Rp 17.500.000 Rp 2.917.000 

2

4
 PT Rp 35.000.000 Rp 5.833.000 
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Dari hasil panen tersebut, PT menerima separuh daripadanya yakni 

Rp 5.833.000/bulan. Sementara pandega dan pemilik modal hanya 

mendapatkan Rp 2.917.000/bulan. Namun bila tambak tersebut digarap 

sendiri oleh pemilik modal, maka ia dan PT sama-sama mendapatkan 

5.833.000/bulan. 

Selain mendapat upah dari hasil panen, pandega juga mendapat upah 

dari penjualan atas sisa-sisa ikan pengganggu saat penggarapan tambak. 

Ikan-ikan pengganggu seperti mujaer bisa mecapai ±  5 kg. Apabila dijual 

per kilonya Rp 20.000, maka pandega memperoleh uang Rp 100.000. Uang 

tersebut dibagi dua dengan pemilik tambak. Jadi, masing-masing 

memperoleh Rp 50.000. Ada juga yang seluruh hasil penjualannya untuk 

pandega. Sehingga uang Rp 100.000 itu milik pandega seluruhnya. 

Perolehan tersebut terkadang masih belum bisa menutupi kerugian 

yang mungkin terjadi. Banyak faktor penyebab terjadinya kerugian saat 

penggarapan tambak, misalnya kondisi pasang air laut, banyak ikan yang 

mati karena terkena penyakit atau dimakan ikan pengganggu, dan bisa jadi 

hasil panen yang diserahkan kepada pengepul untuk dijual, masih ada di 

tempat pengepul karena banyaknya penumpukan ikan hasil panen yang juga 

masih belum terjual.  

Maka dari itu, untuk menghindari keterlambatan pemberian upah 

kepada pandega, pemilik tambak berusaha mencari pelanggan sendiri untuk 

menjajakan hasil panennya. Bisa dijual ke tetangga, atau kepada orang-

orang yang sedang lewat di depan rumah dan berminat membeli. Sehingga 
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begitu panen ikan dapat langsung terjual, petani segera mendapatkan uang 

hasil panen dan dapat segera membayar upah kepada pandega. 

Meski tidak ada perjanjian tertulis antara pemilik tambak dengan 

pandega, tidak terjadi perselisihan diantara mereka mengenai pembagian 

upah. Rasa tolong menolong dan rasa saling percaya antara kedua belah 

pihak amat sangat kuat. Praktik pengupahan seperti ini telah menjadi adat 

kebiasaan masyarakat Desa Tambak Oso. Selama hak dan kewajiban 

pandega terpenuhi, mereka tidak begitu memperselisihkan praktik 

pengupahan tersebut. 

Pemilik tambak tak hanya memperkerjakan pandega untuk 

menggarap lahan tambaknya saja. Tetapi mereka juga mengusahakan 

bagaimana para pandega tercukupi hak dan kewajibannya. Begitu pula 

dengan para pandega yang tidak ingin mengecewakan pemilik tambak yang 

telah mempercayainya untuk menggarap lahan tambaknya. Sangat terlihat 

sekali bahwa rasa persaudaraan masyarakat Desa Tambak Oso ini sangat 

terjalin dengan baik. 

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang banyak sedikit 

mempedulikan upah petani tambak, para petani tambak Desa Tambak Oso 

sudah merasa senang dan mereka sudah merasa mendapat keadilan atas 

upah yang diberikan. Karena memang masyarakat yang bekerja sebagai 

pandega adalah masyarakat yang berpendidikan SD. Selain itu sebagian 

dari mereka adalah perantauan yang memang sangat membutuhkan 
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pekerjaan, sebagian yang lain memang memahami bahwa kemampuan 

mereka adalah di bidang pertanian.  

Para pandega tidak banyak menuntut atas upah yang diberikan, yang 

terpenting bagi mereka adalah upah yang diperoleh dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya 

sampai ke Perguruan Tinggi.  
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN 

TAMBAK DI DESA TAMBAK OSO DITINJAU DARI PRINSIP 

MUZARA’AH DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

Semakin hari kebutuhan hidup manusia semakin bertambah. Mereka tak 

mungkin berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pasti 

membutuhkan bantuan orang lain. Agar manusia dapat memenuhi hajatnya tanpa 

melanggar ketentuan dari Allah, maka Allah menunjukkan jalan kepada manusia, 

yaitu dengan cara bermu’amalat. Cara ini menghantarkan manusia kepada 

kemashlahatan, keadilan, dan terhindar dari unsur penganiayaan. Salah satu 

bentuk mu’amalat adalah sistem bagi hasil. Penelitian skripsi ini mengangkat 

tema bagi hasil dalam pengelolaan tambak. 

Pada bab IV ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang 

analisis akad bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Tambak Oso ditinjau dari 

prinsip muzara’ah. Di sub bab kedua membahas tentang analisis akad bagi hasil 

pengelolaan tambak di Desa Tambak Oso ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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A. Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ditinjau dari 

Prinsip Muzara’ah 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis, diketahui bahwa kerjasama dalam pengelolaan lahan tambak di Desa 

Tambak Oso didorong adanya motif saling tolong menolong dan rasa 

persaudaraan. Keterbatasan kepemilikan lahan yang tak semua warga 

memiliki tambak membuat mereka yang tidak memiliki tambak bekerjasama 

dengan warga yang memiliki lahan tambak pribadi. Juga pendidikan 

masyarakat yang tergolong rendah (tamat SD), mereka lebih memilih bekerja 

sebagai pandega/buruh tambak. Banyak pula warga dari kota lain yang 

berdomisili di Desa Tambak Oso yang memang benar-benar membutuhkan 

pekerjaan dan memiliki kemampuan mengelola di bidang pertanian, sehingga 

mereka juga bekerja sebagai pandega. 

Kerjasama atas dasar tolong menolong dan rasa persaudaraan yang 

diterapkan di Desa Tambak Oso ini telah mengakar sejak dari nenek moyang 

terdahulu hingga anak cucu sekarang. Kerjasama semacam ini mereka sebut 

dengan perjanjian adat kebiasaan. Dalam praktiknya, kerjasama antara pemilik 

tambak dan pandega diucapkan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih, sehingga 

mudah difahami dan diterima oleh kedua belah pihak. 

Menurut Islam, perjanjian seperti itu diperbolehkan karena masing-

masing pihak telah rela sama rela. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah 
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SWT bahwa kerjasama sangatlah dianjurkan jika masing-masing pihak 

memiliki prinsip saling tolong menolong dan rela sama rela. Sebagaimana 

dalam al-Qur’an surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi: 

َؕ  اِنَّ  ثمِْ وَالْعدُوَْانِ ۖ وَاتَّقوُا �ّٰ َ شَدِیْدُ الْعِقاَبِ  وَتعََاوَنوُْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلاَ تعَاَوَنوُْا عَلَى الاِْ ّٰ�  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.57 

Allah SWT sangat menganjurkan agar manusia bermu’amalat untuk 

saling memenuhi kebutuhannya masing-masing, contohnya yaitu kerjasama. 

Salah satu kerjasama yang diatur di dalam Islam adalah muzara’ah. Muzara’ah 

sendiri dapat didefinisikan sebagai akad kerjasama pengelolaan pertanian 

antara pemilik lahan dengan pekerja/penggarap dengan sistem bagi hasil yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai 

pemilik modal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan 

pihak lain sebagai penggarap, yakni seseorang yang memiliki kemampuan 

untuk menggarap lahan tambak tapi tidak memiliki modal/lahan yang akan 

dikelola. 

Islam juga telah mengatur bagaimana tata cara bermu’amalat yang baik 

dan benar tanpa melanggar ketentuan. Adapun tata cara kerjasama dalam akad 

muzara’ah yang terdiri dari rukun dan syarat muzara’ah, hikmah muzara’ah, 

dan berakhirnya akad muzara’ah. 

                                                           
57

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Bogor: Pustaka al-Muhbin), 
106. 
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Rukun muzara’ah terdiri dari pemilik tanah; petani penggarap 

(pengelola); objek muzara’ah; dan ijab kabul. Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, rukun muzara’ah ditunjukkan dengan adanya 40 orang pemilik 

tambak berstatus kepemilikan pribadi; adanya pandega/buruh tambak yang 

berjumlah ± 100 orang; sebagai objek muzara’ah dapat kita lihat dari hasil 

panen sebanyak 1,5 ton ikan bandeng dan 400 kilogram udang; dan adanya 

kesepakatan kerjasama yang diucapkan secara lisan oleh pemilik tambak dan 

pandega. Pada saat dilakukan kesepakatan kerjasama ini kedua belah pihak 

juga sekaligus bersepakat atas pembagian hasil panen kelak. Pada umumnya 

pandega mendapat ½ dari hasil panen, sedangkan pemilik tambak mendapat 
�

�
 

dari hasil panen. 

Syarat muzara’ah terdiri dari a) adanya ‘aqidain (kedua pihak yang 

berakad), yaitu harus berakal; b) adanya tanaman atau objek, harus ditentukan 

apa saja macam tanaman yang akan ditanam; c) hal yang berkaitan dengan 

perolehan hasil tanaman, yaitu hasil merupakan milik bersama, perolehan 

masing-masing harus disebutkan dengan jelas jumlahnya, bagian antara 

keduanya harus dari satu jenis yang sama, bagian untuk kedua pihak sudah 

diketahui; d) hal yang berhubungan dengan tanah, yaitu tanah dapat ditanami, 

tanah dapat diketahui batas-batasnya; e) hal yang berkaitan dengan waktu, 

yaitu waktu telah ditentukan, waktu yang ditentukan memungkinkan untuk 

menanam tanaman dan memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut 

kebiasaan; f) hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara’ah, yaitu dapat 
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berupa benih/bibit ikan atau yang lainnya, yang dibebankan kepada pemilik 

tanah. 

Dalam penelitian ini syarat muzara’ah dalam prakteknya di desa 

Tambak Oso bisa dilihat dari adanya kedua belah pihak (pemilik dan 

penggarap tambak) yang berakad kerjasama untuk mengelola tambak yang 

akan diisi bibit ikan bandeng atau udang. Sejumlah 40 warga Desa Tambak 

Oso memiliki lahan tambak dengan status milik sendiri yang masing-masing 

kepala memiliki lahan sekitar ½ – 2 ha. Selain itu, juga terdapat beberapa 

warga yang memiliki lahan tambak dengan status kontrak/bukan milik sendiri. 

Sebelum pelaksanaan penggarapan lahan, kedua belah pihak bersepakat atas 

perolehan hasil panen dari penggarapan tersebut. 

Di Desa Tambak Oso ini terdapat 3 pembagian atas perolehan hasil 

tanaman, yaitu: 

Tabel 4.1 

Pembagian atas perolehan hasil tanaman 

Status Milik sendiri Sewa  Sewa kepada PT 

Pembagian  

�

�
 Pandega 

�

�
 Pandega 

�

�
 Pandega 

�

�
 Pemilik 

�

�
 Pemilik 

�

�
 Pemilik 

− 
�

�
 Sewa 

�

�
 PT 
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Adapun masa panen dari masing-masing bibit membutuhkan waktu 

sekitar 3 - 3,5 bulan untuk panen udang windu dan sekitar 5 - 6 bulan untuk 

panen ikan bandeng. 

Dalam proses kerjasama muzara’ah di Desa Tambak Oso, terdapat 

hikmah yang dapat dipetik, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini 

dapat dilihat  dengan adanya 40 orang yang memiliki lahan sendiri dan masih 

banyak orang lain yang perlu bekerja untuk mendapatkan uang sementara 

mereka hanya memiliki pendidikan rendah, akhirnya rata-rata mereka bekerja 

sebagai pandega/buruh tambak. Selain itu, beberapa dari mereka bekerja 

sebagai pengepul/penyedia modal yang ditawarkan kepada pemilik-pemilik 

tambak yang membutuhkan dana untuk mengelola tambaknya. 

Namun mengenai berakhirnya akad muzara’ah, di Desa Tambak Oso 

telah ditemukan beberapa kasus yang dilakukan oleh pandega. Mereka 

memutuskan hubungan kerjasama dengan pemilik modal sebelum panen dan 

diberi upah. Karena alasan tertentu mereka berhenti bekerja tanpa pamit 

terlebih dahulu kepada pemilik modal. 

Semua orang yang melakukan hubungan kerjasama sangat 

mengharapkan adanya kesejahteraan, terutama bagi para pekerja. Yang 

menjadi tolak ukur kesejahteraan tersebut adalah jumlah upah yang mereka 

dapat.58 Dalam Islam, pengupahan pada pekerja tidak diberikan secara 

                                                           
58

 Grendi Hendrastomo, “Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh 
diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”, Jurnal Informasi, Vol. 16 No. 2, 2010, No. ISSN: 
0126-1650. 
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sembarangan. Pekerja harus menerima upah secara adil dan tidak menerima 

upah di bawah standar. Adapun beberapa sistem pembagian upah menurut 

Islam: 

1) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 

Pada saat majikan dan pekerja berakad, saat itu juga majikan harus 

menetapkan upah yang akan dia berikan kepada pekerjanya. Rasulullah saw 

telah memberikan contoh kepada kaum muslimin dalam menentukan upah 

para pekerja sebelum mereka menjalankan pekerjaannya. Rasulullah saw 

bersabda: 

 مَنِ اسْتأَْ جَرَ أجَِیْرَ فَلْیعُْلِمْھُ أجَْرَهُ 

Barang siapa yang mempekerjakn seseorang hendaklah ia memberitahukan 

upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).59 

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw telah menegaskan agar para 

majikan memberitahukan terlebih dahulu besarnya upah yang akan 

diberikan kepada pekerjanya. Dengan begitu, diharapkan pekerja dapat 

termotivasi dan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain 

itu mereka juga akan lebih nyaman dalam memenuhi kesepakatan kontrak 

kerja dengan majikannya. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemilik tambak 

tidak menyebutkan besar upah pandega secara nominal. Hal ini dikarenakan 

pemilik tambak belum tau hasil panen yang akan mereka peroleh. Pemilik 

tambak dan pandega hanya bersepakat di awal bahwa prosentase bagi hasil 

                                                           
59

Kahar Masyhur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 515. 
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adalah 
�

�
. 

�

�
  untuk pandega, 

�

�
 untuk pemilik tambak karena modal berasal 

dari pemilik tambak maka pemeilik tambak memperoleh bagian lebih besar. 

2) Memberikan Upah yang Layak 

Pemberian upah kepada pekerja harusnya memenuhi konsep 

kelayakan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu mencukupi pangan (makanan), 

sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).60 Selain itu, jumlah upah 

harus sesuai dengan kontrak kerja, tidak kurang atau tidak lebih. Allah 

SWT berfirman dalam surah asy-Syu’ara (26) ayat 183 yang berbunyi: 

 وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَھُمْ وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa janganlah seseorang 

merugikan orang lain dengan mengurangi apa yang telah menjadi hak 

mereka. Hal tersebut bermakna bahwa janganlah seorang majikan 

memberikan gaji pekerjanya jauh di bawah gaji yang biasa diberikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab III, pandega 

menerima upah yang layak, Rp 3.889.000 jika mereka bekerja kepada 

seseorang yang memiliki lahan tambak sendiri. Tetapi mereka yang bekerja 

di tambak sewa, mendapatkan upah yang kurang layak, yakni Rp 

2.917.000/bulan. 

 

                                                           
60

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 
2008), 35. 
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3) Memberikan Upah yang Adil 

Prinsip keadilan telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an 

penggadalan dari surah al-Jaatsiyah (45) ayat 22 yang berbunyi: 

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَلِتجُْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ   وَخَلقََ �َّ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar 

dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak 

akan dirugikan. 

Adapun ayat lain yang juga menjelaskan tentang bagaimana 

pemberian upah kepada pekerja. Berikut ayat-ayat tersebut: 

a) Al-Qur’an surah al-Ahqaaf (46) ayat 19: 

ا عَمِلوُا ۖ وَلِیوَُ  فیَِّھُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ وَلِكُلٍّ درََجَاتٌ مِمَّ  

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

b) Al-Qur’an surah an-Najam (53) ayat 39: 

نْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَىٰ   وَأنَْ لیَْسَ لِلإِْ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. 

c) Al-Qur’an surah Yaasin (36) ayat 54: 

تعَْمَلوُنَ  فَالْیوَْمَ لاَ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَلاَ تجُْزَوْنَ إلاَِّ مَا كُنتمُْ   

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu 

tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. 
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Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang akan dibalas sesuai 

dengan beratnya pekerjaan yang telah ia lakukan. Prinsip dalam Islam 

menegaskan bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang 

sama, tidak kurang maupun lebih karena Islam menghargai keahlian dan 

pengalaman. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan gaji berbeda 

diperbolehkan jika pekerjaan yang dilakukan juga berbeda.61 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pandega tak hanya 

memperoleh upah dari hasil panen saja. Tetapi pada saat pengelolaan 

selama 6 bulan, pandega yang rajin pergi ke tambak dan membersihkan air 

serta ikan-ikan pengganggu, mereka akan menjual ikan-ikan pengganggu 

tersebut. Hasil penjualan biasanya sekitar Rp 100.000. Bagi para pandega 

hasil tersebut merupakan keuntungan bagi mereka. 

4) Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering 

Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur’an surah at-Thalaq (65) 

ayat 6 yang berbunyi: 

.....فَاِنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فئاَ توُْھُنَّ أجُُوْرَھُنَّ  ..... 

.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya..... 

Rasulullah saw bersabda: 

قبَْلَ أنَْ یَجِفَّ عَرَقھَُ  أعُْطُ الاْجَِیْرَ أجَْرَهُ   

 Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. 

(HR. Ibnu Majah). 

                                                           
61Ibid.,35. 
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Kandungan dari ayat dan hadits di atas adalah penegasan agar segera 

diberikannya hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu 

dilakukan agar pekerja tidak merasa khawatir dengan upah yang akan 

mereka terima jika mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang 

jelas. Islam sangat menganjurkan agar upah diberikan sesegera mungkin 

agar tidak ada yang merasa terdzolimi maupun dirugikan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, upah pandega sempat 

mengalami keterlambatan pada waktu pemberian. Hal ini dikarenakan ikan 

hasil panen tidak langsung terjual. Apalagi jika hasil panen tersebut 

diberikan kepada tengkulak setempat. Tengkulak tidak melayani satu 

juragan saja, tetapi bisa empat sampai lima juragan. Sehingga ketika waktu 

panen bersamaan maka jumlah pasokan ikan menjadi banyak. Hal ini lah 

yang menjadi tertumpuknya ikan hasil panen yang tidak bisa langsung 

dijual ke pasaran. Oleh karena itu, juragan/pemilik tambak memilih 

alternatif lain agar ikan hasil panennya cepat terjual. Misalnya dengan cara 

menjualnya ke tetangga, atau menggelar di depan rumah, siapa tahu ada 

orang yang lewat ia berminat untuk membelinya. Alternatif-alternatif ini 

digunakan agar segera dapat membayar upah pandega dan memutar modal 

kembali. 
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B. Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ditinjau dari 

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Di Indonesia kita hidup tak hanya beragama tetapi juga berbangsa. Di 

agama Islam, semua tingkah laku dalam segala bidang telah di atur oleh Allah 

SWT di berbagai sumber hukumNya, baik al-Qur’an maupun hadits agar kita 

tidak tersesat di jalan yang salah. Begitu pula dengan kehidupan berbangsa, 

semua tindakan tidak dilakukan dengan semena-mena. Negara juga memiliki 

peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat bangsa agar terciptanya 

kerukunan dan kedamaian.  

Di bab III penulis telah menceritakan pelaksanaan akad bagi hasil 

pengelolaan lahan tambak yang ada di Desa Tambak Oso. Perjanjian yang 

mereka gunakan masih berdasarkan adat kebiasaan setempat, yakni secara 

lisan tanpa harus ada hitam di atas putih. Masyarakat tak seberapa 

memperdulikan hal itu. Bagi mereka, yang terpenting kebutuhan sehari-hari 

mereka tercukupi dan dapat menanggung biaya sekolah anak, mereka sudah 

sangat bersyukur. 

Sebagian dari mereka mengetahui bahwa pemerintah telah membuat 

peraturan tentang pengupahan. Peraturan tersebut adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan beberapa pasal 

yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur mengenai pengupahan, yakni: 
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1. Pasal 1 ayat 30: upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja. 

2. Pasal 88 ayat 1: setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

3. Pasal 90 ayat 1: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimun. 

4. Pasal 93 ayat 1: upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak 

melakukan pekerjaan.62 

Pada penelitian di lapangan, implementasi akad bagi hasil pengelolaan 

lahan tambak di Desa Tambak Oso belum sesuai dengan pasal 90 ayat 1, yakni 

pandega masih memperoleh upah lebih rendah dari upah minimum wilayah 

Kabupaten Sidoarjo per-2018. Upah yang mereka hanya Rp 2.917.000. 

sementara UMK Kabupaten Sidoarjo per-2018 sudah mencapai Rp 

3.577.428,68. Hal ini menunjukkan bahwa pandega belum menerima 

penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan lebih rendah 

dari upah minimum karena UMK Kabupaten Sidoarjo tahun 2018. 

                                                           
62Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet.1, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada hakikatnya kerjasama adalah saling menguntungkan satu sama lain, 

tidak ada pihak yang dirugikan. Sekalipun majikan, harus memperhatikan 

kesejahteraan pegawainya. Maka dalam urusan pengupahan harus memenuhi 

standar yang telah diatur dalam al-Qur’an dan hadits beserta peraturan 

perundang-undangan. 

Pada bab V ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang 

beberapa kesimpulan mengenai akad yang digunakan oleh petani tambak Desa 

Tambak Oso, implementasinya pengelolaan lahan tambak jika ditinjau dari 

prinsip muzara’ah, dan implementasi pengupahan jika ditinjau dari syari’at Islam 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan di 

sub bab kedua berisi saran bagi petani tambak dalam hal pelaksanaan akad 

kerjasama. 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menceritakan implementasi akad bagi hasil pengelolaan 

lahan tambak di Desa Tambak Oso, maka dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan, diantaranya: 

1. Akad perjanjian kerjasama antara pemilik tambak dan pandega di Desa 

Tambak Oso masih menggunakan adat kebiasaan setempat, yakni 

diucapkan secara lisan dengan bahasa yang sederhana tanpa ada hitam di 

atas putih. Meski demikian, Islam memperbolehkannya karena kedua belah 
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pihak yang berakad sudah saling rela sama rela. Dan di zaman Rasulullah 

saw, beliau juga pernah melakukan praktik perjanjian kerjasama secara 

lisan. 

2. Implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak 

Oso ini belum sesuai dengan syari’at Islam, terutama berkiblat pada prinsip 

muzara’ah yang merupakan akad kerjasama yang umumnya digunakan di 

bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari berakhirnya kerjasama 

muzara’ah yang ditunjukkan oleh beberapa pandega yang berhenti bekerja 

tanpa pamit kepada pemilik modal sebelum panen dan diberi upah. Selain 

itu, Islam menganjurkan untuk memberikan upah yang layak. Namun, pada 

pada kasus ini pandega yang bekerja di lahan tambak sewa memperoleh gaji 

di bawah gaji yang diberikan. Hal tersebut dapat merugikan pandega. Bisa 

jadi karena kurangnya upah tersebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

mereka tidak sampai terpenuhi. 

3. Jika pandega mengerjakan lahan pribadi pemilik modal, maka mereka 

menerima upah Rp 3.889.000/bulan. Akan tetapi mereka yang bekerja di 

lahan tambak sewa, hanya mendapatkan Rp 2.917.000/bulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa upah yang mereka terima belum memenuhi 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan lebih rendah dari UMK di Kabupaten 

Sidoarjo. Artinya, pengupahan di Desa Tambak Oso belum memenuhi 

syari’at Islam dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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B. Saran 

Alangkah lebih baik jika perjanjian kerjasama menurut adat kebiasaan 

diubah dengan akad-akad menurut Islam agar lebih terarah. Dan sebaiknya 

perjanjian dilakukan secara tertulis agar seketika terdapat kecurangan yang 

dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya tidak merasa 

dirugikan. 
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